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DASAR-DASAR TATA KELOLA 

SEKTOR PUBLIK     

 

                                                                                       

A. PENDAHULUAN 
Tata kelola yang baik (Good Governance) harus dilakukan secara 

terstruktur dan sistematis agar bisa mempertanggungjawabkan seluruh 

kegiatan yang dilakukan serta meningkatkan daya saing.  Dengan 

pengelolaan yang baik, punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai, 

serta memiliki ukuran yang jelas.  Hal ini dapat menekan masalah korupsi, 

kolusi, dan nepotisme yang berkontribusi terhadap kinerja dan efektivitas 

organisasi melalui pelayanan inovasi akan meningkatkan efektifitas, 

efisiensi dan kualitas organisasi pemerintah dalam menghadapi 

perkembangan dunia (Vries, Bekkers, dan Tummers, 2015). Tata kelola 

sektor publik mengubah model interaksi yang produktif antara pemerintah 

dan publik yang awalnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel dengan 

mengedepankan partisipasi dan transparansi dalam tata kelola praktik 

global sektor publik.  

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan sektor publik sebaiknya 

dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang inovatif sehingga dapat 

meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengelolaan sektor publik yang 

penting dalam perencanaan investasi (Organization for Economic Co-

operation and Development/OECD, 2011). Tata kelola sektor publik yang 

baik membantu membangun kepercayaan serta memberikan kepastian 

dan stabilitas yang dibutuhkan untuk perencanaan investasi jangka 

menengah dan jangka panjang. Dengan memaksimalkan sumber daya 

BAB 1 
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PRINSIP DAN PENERAPAN TATA 

KELOLA SEKTOR PUBLIK    

 

 

A. PENDAHULUAN 
Prinsip dan penerapan tata kelola sektor publik dalam tata 

kepemerintahan yang baik seiring sejalan dengan semangat reformasi 

birokrasi yang tengah berlangsung. Beberapa lembaga merumuskan 

prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance dan menjadi nilai 

yang mendasarinya, seperti wawasan ke depan, keterbukaan dan 

transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, 

demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan 

efektivitas. Reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan yang 

dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi mampu 

menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong 

perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat (Ansell, Chris dan Alison Gash, 2008), bahwa 

penerapan ilmu administrasi sangat penting dalam kolaborasi pengelolaan 

pemerintahan sektor publik.  

Fenomena untuk menerapkan nilai-nilai tata kepemerintahan yang 

baik marak terjadi pada birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di 

daerah. Kondisi tersebut secara nyata telah membawa nilai-nilai positif 

bagi terselenggaranya birokrasi yang ditunjukkan dengan perubahan 

budaya dan peningkatan kinerja birokrasi. Dalam menerapkan nilai-nilai 

yang ada dalam tata kepemerintahan yang baik, setiap instansi memilih 

dan mengembangkan konsepnya tersendiri. Demikian juga, memberikan 

BAB 2 
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KARAKTERISTIK ENTITAS PUBLIK 

DAN TATA KELOLA SEKTOR 

PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN   
Kata “publik” dalam konsep organisasi sektor publik memiliki banyak 

makna. Menurut pendapat Frederickson dalam (Rodiyah & Agustina, 2020) 

terdapat lima sudut pandang dari makna publik yaitu sudut pandang 

pluralis, pilihan publik, keterwakilan legislatif, penyelenggaraan pelayanan, 

dan kewarganegaraan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijabarkan masing-masing fokus 

sudut pandang tersebut yaitu: pertama, sudut pandang pluralis 

menyatakan bahwa publik merupakan kelompok kepentingan. Kedua, 

pendekatan pilihan publik menilai bahwa publik adalah sesuai pilihan yang 

rasional. Ketiga, sudut pandang legislatif menyatakan bahwa publik 

merupakan keterwakilan. Keempat, sudut pandang penyelenggaraan 

pelayanan memaknai publik adalah pelanggaran dari sebuah pelayanan 

dan sudut pandang yang terakhir dari sisi kewarganegaraan, maka publik 

dipahami sebagai warga negara. 

Kelima sudut pandang di atas tidak terlepas dari konteks organisasi 

sektor publik. Organisasi publik tidak terlepas dari kepentingan 

masyarakat, sehingga organisasi sektor publik sering bergesekan dengan 

masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Sehingga dalam 

menyelesaikan beberapa masalah diperlukan untuk mempertimbangkan 

pilihan-pilihan yang rasional. Sedangkan dalam mencapai keadilan di 
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HUBUNGAN PARA PIHAK TERIKAT 

KONTRAK 

 

A. PENDAHULUAN 

Kontrak dalam konteks bahasan kali ini adalah berhubungan dengan 

ilmu hukum, yaitu perjanjian atau istilah lainnya contract (Inggris) dan 

overeenkomst. Dapatlah ditelusuri secara leksikal dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kontrak merupakan perjanjian (secara tertulis) 

antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan 

sebagainya; ataupun persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak 

atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Kemudian, 

menurut Wikipedia, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara 

dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. 

Kontrak (Simanjuntak, 2011) merupakan bagian dari pengertian kontrak, 

yang mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak dan 

pelaksanaannya berkaitan dengan hak milik masing-masing pihak yang 

terikat oleh perjanjian itu. 

Perjanjian juga dapat adalah “suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal”. Lebih lanjut, hubungan antar pihak di 
dalam suatu perjanjian tersebut dinamakan dengan perikatan. Selanjutnya, 

perikatan adalah suatu hubungan hukum secara timbal balik antara dua 

orang atau pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum tersebut di 

dalam ilmu hukum dinamakan dengan prestasi yang berisi hak dan 

kewajiban, baik itu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu (contoh, 

perjanjian kerja, pemborongan, atau jasa), dan tidak berbuat sesuatu 

(contoh, adanya gugatan perbuatan melawan hukum). Adapun ketentuan 
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PERILAKU DAN MOTIVASI SOSIAL 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Perilaku dan motivasi sosial dalam tata kelola sektor publik sebagai 

bagian menentukan governance sektor publik. Tata kelola mempengaruhi 

bagaimana tujuan organisasi ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko 

dipantau dan ditangani, dan bagaimana kinerja dioptimalkan. Jika melihat 

dari perkembangan pelayanan publik, maka tata kelola digitalisasi adalah 

bentuk pelayanan termutakhir saat ini dalam era teknologi. 

Perkembangan dan perubahan tata kelola sektor publik sudah mengalami 

perubahan sedemikian rupa yang tidak dapat terpisahkan dalam 

administrasi publik. Perkembangan administrasi publik dari manual, hybrid 

dan digitalisasi governance, kesemuanya tidak bisa lepas dari perilaku dan 

motivasi sosial yang mendasarinya. Perilaku dalam tata kelola sektor 

publik sangat menentukan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. 

Upaya untuk menata dan memperbaiki etika dan perilaku aparatur (baca: 

birokrat) di lingkungan birokrasi pemerintahan, sesungguhnya telah 

dilakukan baik terkait dengan penataan regulasi (peraturan) maupun 

pembentukan kelembagaan yang menangani masalah kode etik aparatur 

pemerintah (Satibi I, 2020, p, 235). Perilaku aparatur tidak boleh 

memperlihatkan performance yang tidak sejalan dengan keinginan dan 

kehendak masyarakat, perilaku aparatur ini justru lebih sering melukai 

perasaan dan hati nurani masyarakat. Aspek-aspek perilaku yang baik 

seperti akuntabel, responsif, transparan, bebas KKN, netral, tidak 

diskriminatif, sopan, dan nilai-nilai lainnya. Nilai ini yang akan menjadi 

pedoman bagi pejabat pemerintah (birokrat) dalam menjalankan tugas, 

BAB 5 



 

112 | Tata Kelola Sektor Publik 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Achmad Nurmandi. (2005). Perilaku Birokrasi Publik Di Indonesia: Sebuah 

Kajian Teoritis.Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 7, No. 2, Juli 2005 : 143 - 

157  

David Obsorn And Ted Gabler, 1992, Reiventing Government: How The 

Enterpreneurrial Spirit Is Transforming Thepublic Sektor, Addison-

Wesley Publishing Co. Inc. Massachusette, Usa 

Eko Susilo. 2016. Vol 5, No 1. Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja 

Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Doi: 

Https://Doi.Org/10.33366/Jisip.V5i1.212  

Dea Valenska Gusman. (2021). Pengaruh Budaya Dan Lingkungan Dalam 

Menentukan Keberhasilan Implementasi Sistem.  Vol 10, No 2 . Doi: 

Https://Doi.Org/10.32520/Stmsi.V10i2.1150  

Muhammad Deni. 2018. Kedisiplinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Pelayanan Publik.  Vol 16, No 1. Doi: 

Https://Doi.Org/10.29259/Jmbs.V16i1.6245  

Mulyaningsih. (2018). Analisis Perilaku Birokrasi Terhadap Efektivitas 

Organisasi.Doi: Https://Doi.Org/10.15575/Jk.V1i2.8703  

Nurbiah Tahir. 2016. Motivasi Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di 

Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.  Vol. 3 No. 2. Doi: 

Https://Doi.Org/10.26858/Ja.V3i2.2423  

Oja, H. (2016). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan 

Kinerja Organisasi Sektor Publik. Societas : Jurnal Ilmu Administrasi 

Dan Sosial, 5(1), 1-11. Https://Doi.Org/10.35724/Sjias.V5i01.5  

Paulus Sugiyo Pranoto. 2014. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.  

Rillia Aisyah Haris. 2018. Vol 13 No 1. Motivasi Pelayanan Publik (Public 

Service Motivation) Dalam Peningkatan Kinerja Sektor Publik. Doi: 

Https://Doi.Org/10.24929/Fisip.V12i1.461  

Riza Dwi Agni. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Yang Melayani Terhadap 

Perilaku Inovasi Kerja Pegawai Pada Sektor Publik Dengan Aliran Di 

Tempat Kerja Sebagai Variabel Intervening. Doi: 

Http://Dx.Doi.Org/10.52353/Ama.V15i2.319  

https://doi.org/10.33366/jisip.v5i1.212
https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i2.1150
https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6245
https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.8703
https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2423
https://doi.org/10.35724/sjias.v5i01.5
https://doi.org/10.24929/fisip.v12i1.461
http://dx.doi.org/10.52353/ama.v15i2.319


 

 Perilaku dan Motivasi Sosial | 113 

Sambung, Roby. "Dimensi Komitmen Organisasional: Dampaknya 

Terhadap Perilaku Kerja Pada Organisasi Sektor Publik." Jurnal 

Terapan Manajemen Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2016.  

Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam 

Mendukung Penguatan Good Governance. Academia Praja : Jurnal 

Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 3(02), 234-250. 

Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.36859 

Triono. 2021. Vol 5, No 4. Motivasi Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik. 

Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.36312/Jisip.V5i4.2583  

 

  

https://doi.org/https:/doi.org/10.36859
http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2583


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 

BAB 6: PERILAKU DAN MOTIVASI 

EKONOMI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr (c) Khairul Rijal, S.E., M.Ag  

STEBIS Muara Enim   



 

116 | Tata Kelola Sektor Publik 

 

 

 
 
PERILAKU DAN MOTIVASI 

EKONOMI 

 

 

A. PERILAKU EKONOMI 
Dalam tata kelola sektor publik terdapat pembahasan mengenai 

perilaku dan motivasi ekonomi yang menunjukkan suatu keadaan ekonomi 

pada semua aspek yang berhubungan dengan sektor publik. Perilaku 

Ekonomi pada umumnya menceritakan tentang kebutuhan manusia 

dimana terdapat sifat cenderung tidak terbatas sementara sumber daya 

yang dimilikinya terbatas. Walaupun demikian dengan keterbatasan itu 

dapat diatasi oleh manusia melakukan perilaku ekonomi. Perilaku 

ekonomi selalu menerangkan kehidupan manusia sehari-hari mulai dari 

hal paling kecil hingga hal yang paling besar.  

Pengertian ekonomi pada umumnya ialah “suatu ilmu mengenai asas-

asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan 

(seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan)” Ekonomi juga 
dapat diartikan sebagai “suatu studi mengenai perilaku manusia dalam 
mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya” (Paul A 
Samuelson dalam E. Ahman dan Y. Rohman, 2009). Dengan kata lain, ilmu 

ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat 

dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki 

beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai 

komoditi kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan 

pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.  
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MASALAH-MASALAH DAN 

SOLUSINYA PADA TATA KELOLA 

SEKTOR PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Proses pembangunan yang sedang berlangsung di negara Indonesia 

saat ini tidak terlepas dari keberadaan sektor publik. Akibatnya, sektor 

publik telah menjadi titik fokus perencanaan pembangunan, khususnya di 

negara-negara berkembang, dan dianggap sebagai alternatif penting 

dalam proses mencari solusi untuk masalah ketenagakerjaan. Ekspansi 

populasi yang besar dapat secara langsung atau tidak langsung 

menimbulkan tantangan yang signifikan. Sebagian besar orang tidak 

secara otomatis memiliki kemampuan untuk langsung mendapatkan 

pekerjaan. Salah satu upaya pendekatan yang dapat dilakukan diantaranya 

adalah dengan membuka lahan pekerjaan sendiri dalam ekonomi tidak 

resmi. 

Tantangan utama yang harus diatasi oleh sebagian besar negara 

berkembang, termasuk Indonesia, hingga saat ini adalah bagaimana 

memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan sebagian besar tidak 

terampil untuk pembangunan mereka. Hal ini diperlukan agar jumlah 

penduduk yang besar tidak menjadi beban pembangunan, melainkan 

menjadi sumber modal pembangunan. Oleh karena itu, fungsi sektor 

publik menjadi semakin penting, terutama karena mampu menyerap 

banyak orang dan tidak memerlukan keahlian yang tinggi. Padahal, sektor 

publik berpotensi menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia. 
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TEORI-TEORI TATA KELOLA 

SEKTOR PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia pada era birokrasi tidak menunjukkan adanya pergerakan 

perkembangan menjadi lebih baik, hal itu disebabkan karena adanya para 

birokrat yang arogan dan menganggap para rakyatlah yang membutuhkan 

mereka. Praktek dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih sangat 

sering terjadi, bahkan sifat dari para birokrat pun tidak menunjukkan 

sebagaimana ia harus bersikap, karena Sebagian besar mereka masih jauh 

dari standar karakter birokrat yang efisien dan juga efektif. Demi 

mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, pemerintah  pun 

mengesahkan peraturan tentang  Grand Design Reformasi Birokrasi 

Indonesia 2010-2015 untuk menjadi landasan pelaksanaan birokrasi di 

Indonesia. 

Sektor publik merupakan salah satu bagian dari perwujudan 

pemerintahan yang baik dalam memberikan suatu layanan kepada 

masyarakat. Pelayanan masyarakat pada seluruh sektor memiliki peran 

yang sangat penting. Sektor publik adalah sebuah manajemen pengelolaan 

pemerintah sehingga memiliki peran yang sangat besar terlebih lagi dalam 

menghadapi persoalan dalam suatu negara. Melalui hal itu, diperlukannya 

tata cara pengelolaan negara yang tepat demi memberikan layanan publik 

yang baik. Dengan begitu, diperlukan adanya pelaksanaan program 

pemerintah menggunakan konsep Good governance. Kepercayaan 
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PERAN MEDIA MASSA PADA TATA 

KELOLA SEKTOR PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Media 

massa dipandang sebagai cara untuk memahami tentang peristiwa yang 

berbeda dan terjadi setiap hari di dalam proses pemerintahan. Media juga 

dianggap sebagai cermin dari berbagai peristiwa di masyarakat dan dunia. 

Media dan pemerintah harus menyadari sinkronisasi antara Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang 

Kebebasan Pers. Untuk mengimplementasikan UU KIP, bagian humas 

dalam instansi pemerintah harus mampu menyajikan informasi kepada 

publik secara transparan dan mudah diakses. Oleh karenanya pemerintah 

harus tanggap bagaimana menggunakan cara yang cepat, akurat, murah 

dan mudah untuk menyebarkan informasi. 

 

B. FUNGSI MEDIA MASSA 
Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses 

penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) 

secara serentak. Sebuah media dapat disebut sebagai media massa jika 

memiliki karakteristik: (1) bersifat melembaga, artinya pihak yang 

mengelola media terdiri dari banyak orang dan masing-masing 

mempunyai tugas yang berbeda, (2) bersifat satu arah, yaitu dalam 

prosesnya media massa ini sangat jarang adanya interaksi antara pembaca 

BAB 9 



 

 Peran Media Massa Pada Tata Kelola Sektor Publik | 183 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Cangara, H. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajawali Pers. 

Hasbi, I., Hartoto;, Maharani, D. D., & Mahardhani, A. J. (2021). KEBIJAKAN 

PUBLIK. Widina Bhakti Persada. 

https://repository.penerbitwidina.com/publications/345859/kebijaka

n-publik 

Jahang, B. S. (2014). Peran Media Massa dalam Penerapan Good 

Governance. Jurnal Kebijakan Publik, 5(3), 105–110. 

https://doi.org/10.31258/JKP.V5I3.2234 

Nugroho, A. (2006, September 13). Posisi Media Dalam Bingkai Good 

Governance. https://news.detik.com/kolom/d-674311/posisi-media-

dalam-bingkai-good-governance 

Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good 

Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. Jurnal Ilmu 

Komunikasi, 20(1), 88–100. https://doi.org/10.31315/JIK.V20I1.6433 

Susanto, E. H. (2013). Media Massa, Keterbukaan Informasi, dan 

Kekuasaan Negara. Communication and Culture in Southeast Asian 

Region: Evolution, Development, Challenges. 

https://www.researchgate.net/publication/301694359_Media_Mass

a_Keterbukaan_Informasi_dan_Kekuasaan_Negara 

Yunidar, Z. A. (2018, January 15). Peran Media Massa   . 

Https://Www.Obsessionnews.Com. 

https://www.obsessionnews.com/peran-media-massa/ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK 

BAB 10: HUKUM MEDIA MASSA 

PADA TATA KELOLA SEKTOR 

PUBLIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E 

Fakultas Hukum Universitas Flores  



 

186 | Tata Kelola Sektor Publik 

 

 

 
 
HUKUM MEDIA MASSA PADA TATA 

KELOLA SEKTOR PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Perkembangan dunia digital dalam satu dekade terakhir 

menghadirkan berbagai macam teknologi yang memudahkan orang-orang 

mengakses informasi. Masuknya internet ke dalam kehidupan manusia 

telah memungkinkan orang-orang membangun kehidupan sosialnya 

secara daring melalui pertumbuhan yang signifikan. Jumlah pengguna 

media sosial juga terus bertambah, dengan rata-rata 13 pengguna baru 

setiap detiknya. 

Semakin banyaknya pengguna media sosial ini membuat instansi 

pemerintah juga mulai memanfaatkan keberadaan media sosial untuk 

terhubung dengan masyarakat yang dilayani. Bertot et al. (2010) melihat 

bahwa media sosial menawarkan kepada pemerintah potensi untuk 

meningkatkan partisipasi demokrasi dengan mendorong publik untuk 

memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, bekerja dengan publik untuk 

meningkatkan layanan, mengumpulkan ide, dan meningkatkan 

transparansi. Pemerintah di berbagai tingkatan mencari sarana 

komunikasi yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih bisa memfasilitasi 

partisipasi maupun kolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai 

kegiatan pemerintah. Akibatnya, semakin banyak lembaga pemerintah 

yang mulai menggunakan media sosial sebagai bagian dari saluran 

interaksi mereka dengan memanfaatkan media sosial, pemerintah dapat 

memberi informasi kepada masyarakat dan mempromosikan layanan 
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A. PENDAHULUAN 
Sistem informasi saat ini menjadi perhatian utama untuk peningkatan 

kualitas layanan yang kredibel dan transparan untuk mendorong setiap 

organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik. 

Menurut Laudon dan Laudon (2017), sistem informasi secara teknis 

adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang 

mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan berbagi informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Sistem 

informasi juga membantu manajer dan karyawan menganalisis masalah, 

menjelaskan masalah yang kompleks, dan menciptakan produk atau 

inovasi baru. Sistem informasi berisi informasi penting berupa orang, 

tempat dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan 

lingkungan di luar organisasi. Menurut definisi tersebut, sistem informasi 

secara umum adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling 

berhubungan dan berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah 

dan bertukar informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan.  

Informasi dapat diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk 

yang dapat dipahami manusia yang memiliki arti dan fungsi, tetapi data 

adalah fakta mentah yang tidak dapat dipahami oleh manusia sehingga 

perlu dianalisis untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Organisasi 

menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola aktivitas mereka 
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MEKANISME TATA KELOLA 

SEKTOR PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Mekanisme tata kelola sektor publik erat kaitannya dengan 

pemerintah dalam mengurus dan mengatur sistem pemerintahannya 

untuk rakyat, salah satunya di Indonesia. Mekanisme yang baik dapat 

mewujudkan suatu good governance atau pemerintahan yang baik. 

Pemerintahan yang baik pula akan mendorong terbentuknya suatu 

pengelolaan organisasi sector public yang baik. Hal ini tentunya tidak akan 

dapat terwujud tanpa adanya partisipasi dari pemerintah agar melakukan 

berbagai reformasi di berbagai sector meliputi sector public dan reformasi 

birokrasi 

Publik governance juga berperan dalam mengubah pola hubungan 

yang lebih efektif antar pemerintah dan publik dari yang semula kaku 

menjadi lebih fleksibel dengan mengedepankan partisipasi dan 

transparansi dalam tata kelola sektor publik. Disamping pengetahuan 

mengenai apa mekanisme tata kelola sektor publik, ada juga peran, prinsip, 

implementasi, implikasi yang dapat dinilai. Prinsip-prinsipnya adalah 

demokrasi, transparansi, akuntabilitas, rule of law, kewajaran dan 

kesetaraan. Penilaian itu nantinya akan menjadi sebuah evaluasi untuk 

pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintahan yang ada.  

Penyelenggaraan tata kelola sektor publik yang buruk akan sangat 

merugikan kegiatan perekonomian dan tujuan dalam mencapai 

kesejahteraan umum. Contoh dari hal tersebut adalah korupsi, kolusi, 
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MANAJEMEN TATA KELOLA 

SEKTOR PUBLIK 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Manajemen selalu dibutuhkan bagi suatu organisasi baik swasta 

maupun publik guna mengarahkan orang-orang yang ada di dalamnya 

untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan ilmu 

manajemen digunakan untuk menggerakkan orang-orang di dalam 

organisasi supaya bisa beraktivitas demi kepuasan dan kepentingan semua 

elemen organisasi yang ada. Sehingga manajemen dibutuhkan ketika 

terdapat orang-orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan bersama.  

Meskipun manajemen adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dari hasil 

implementasi di dalam organisasi akan terlihat dengan mudah peran 

manajemen tersebut. Manajemen juga merupakan suatu siklus kegiatan 

yang disusun secara sistematis dan terkoordinir melalui pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya lainnya. Pada umumnya, di dalam manajemen sedikitnya terdapat 

beberapa tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian 

(controlling).   

Ilmu Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang 

menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, serta memiliki 

beberapa kaidah, prinsip,  dan konsep yang dapat diterapkan pada semua 
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